SALINAN

BUPATI FAKFAK
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN BUPATI FAKFAK
NOMOR 52 TAHUN 2021
TENTANG

STANDAR SATUAN HARGA DAN STANDAR BIAYA UMUM

KABUPATEN FAKFAK TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI FAKFAK,

Menimbang : a. bahwa standar satuan harga dan standar biaya adalah satuan

Mengingat :

biaya yang ditetapkan sebagai acuan perhitungan kebutuhan
anggaran dan merupakan batas tertinggi yang digunakan
sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah (PD) dalam menyusun
biaya kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, dan untuk memudahkan setiap Perangkat
Daerah (PD) dalam penyusunan dan penatausahaan keuangan
APBD Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan
Bupati Fakfak tentang Standar Satuan Harga dan Standar
Biaya di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak Tahun
Anggaran 2022;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan
Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten
Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2907);



2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus
Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang
Otonomi Khusus Bagi Propinsi Papua (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan  Pertanggungjawaban  Keuangan  Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5657);

7.Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5601);



8.

10.

11.

12.

13.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5462), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana

Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4405);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4502);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara
Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5533);



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6057);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan
Kesejahteraan Provinsi Papua dan Provinsi Papua barat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Peraturan
Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 63);

Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar
Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 57);

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 105
Tahun 2005 tentang Cara Perhitungan Eskalasi Harga,;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang
Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



22.

23.

24.

25.

26.

27.

Menetapkan :

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 8 Tahun 2012
tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Fakfak
(Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2012, Nomor 08);
Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 9 Tahun 2012
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah
Kabupaten Fakfak Tahun 2011-2025 (Lembaran Daerah
Kabupaten Fakfak Tahun 2012 Nomor 09);

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 4 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2016 Nomor 04,
Tambahan Lembaran Daerah Nomor 013), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 05);

Peraturan Daerah Kabupaten Fakfak Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Fakfak Tahun 2020 Nomor 01);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA DAN
STANDAR BIAYA TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

(1) Standar Satuan Harga merupakan:

a. biaya setinggi-tingginya (harga tertinggi) dari satuan barang dan jasa

untuk memperoleh keluaran tertentu, dan sudah termasuk pajak, inflasi,

dan dapat dinegosiasi kembali untuk memperoleh harga yang lebih

menguntungkan bagi daerah;



(2)

(3)

(4)

(9)

b. pedoman untuk menyusun rencana pengadaan barang dan jasa serta
penyusunan analisis standar belanja; dan

c. harga bahan material yang memerlukan biaya transportasi tambahan
disesuaikan dengan harga lokasi pekerjaan.

Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pedoman

untuk mengevaluasi harga dan dalam hal-hal tertentu dilakukan evaluasi

dengan menggunakan harga perhitungan sendiri yang dikalkulasi secara

keahlian.

Standar Harga yang diatur dalam Peraturan Bupati ini diprediksi untuk

kondisi normal, sedangkan untuk situasi dan kondisi khusus (swakelola)

dapat melakukan perhitungan ulang dengan menghilangkan nilai overhead

sebesar 15% (lima belas persen).

Untuk barang yang sudah tersedia dalam e-katalog Lembaga Kebijakan

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka perencanaan dan

pelaksanaannya mengacu pada e-katalog.

Uraian mengenai Standar Harga sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak yang terpisahkan

dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Standar Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, terdiri dari :

1.

Standar Harga Barang; dan

2. Standar Biaya Umum.

Pasal 3

Untuk standar harga satuan kendaraan bermotor dinas operasional, suku cadang

kendaraan bermotor, agar menggunakan daftar harga (pricelist) yang dikeluarkan

Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM), untuk buku-buku perpustakaan

menggunakan daftar harga yang dikeluarkan oleh penerbit, sedangkan untuk

jenis obat-obatan generic berlogo berpedoman pada harga yang ditetapkan oleh

Menteri Kesehatan yang berlaku.



Pasal 4

Rincian Standar Satuan Harga Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) yang tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini dan digunakan sebagai pedoman/acuan
bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyusun biaya dalam Rencana
Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran
2022.

Pasal 5

Rincian Standar Biaya Umum Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 ayat (2), adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran II dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini, dan
digunakan sebagai pedoman/acuan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD)
dalam menyusun biaya dalam Rencana Kerja dan Anggaran Organisasi Perangkat

Daerah (RKA-SKPD) Tahun Anggaran 2022.

Pasal 6
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa berpedoman pada harga satuan yang
berlaku pada saat pekerjaan/pengadaan dilaksanakan dan/atau menggunakan
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang ditetapkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK) dan tidak boleh melampaui harga tertinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 4 dan Pasal 5, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.

Pasal 7
Dalam hal terdapat perubahan harga satuan barang sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, maka akan disesuaikan dengan keadaan dan kondisi/harga pasar

yang berlaku.

Pasal 8
Pengadaan personil Kelompok Pakar atau Tim Ahli Alat Kelengkapan DPRD dan
Tenaga Ahli Fraksi yang ditetapkan oleh Sekretaris DPRD, tidak boleh rangkap

jabatan.



Pasal 9

Dalam hal penggunaan standar satuan harga dan standar biaya melebihi harga

yang ditetapkan dan atau belum tercantum dalam Peraturan Bupati ini, maka

Organisasi Kerja Perangkat Daerah (OPD) dan/atau unit kerja yang bersangkutan

dapat menggunakan satuan biaya lain yang sah.

Pasal 10

Penggunaan satuan biaya lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 wajib

disertai dengan:

1.

(1)

(2)

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak yang ditandatangani di atas
meterai oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran;

Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar (untuk
honorarium) dan hasil analisa (untuk pemeliharaan dan pengadaan barang)
yang diperhitungkan secara proporsional dan professional berdasarkan harga
yang berlaku di pasaran (dibuktikan dengan price list harga minimal oleh 2
(dua) penyedia barang/jasa) serta dapat dipertanggungjawabkan dengan
menganut prinsip-prinsip efisien, bersaing, transparan dan akuntabel; dan
Surat pernyataan dan perhitungan hasil analisa sebagaimana dimaksud
angka 1 dan angka 2 agar dilaporkan kepada Bupati Fakfak dengan tembusan
kepada Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Kabupaten Fakfak.

Pasal 11

Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 10 ayat (1) merupakan bentuk pertanggungjawaban Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran atas penggunaan satuan biaya lainnya
yang melebihi harga tertinggi dan/atau diluar Standar Satuan Harga yang
telah ditetapkan.

Format Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal 12

Ketentuan Perjalanan Dinas Jabatan Dalam Negeri bagi Pejabat, Pegawai Negeri
Sipil dan Pegawai Kontrak di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Fakfak diatur

dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Fakfak.

Ditetapkan di Fakfak
pada tanggal, 8 Oktober 2021
BUPATI FAKFAK,
CAP/TTD
UNTUNG TAMSIL

Diundangkan di Fakfak

pada tanggal, 8 Oktober 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN FAKFAK,
CAP/TTD

ALI BAHAM TEMONGMERE

BERITA DAERAH KABUPATEN FAKFAK TAHUN 2021 NOMOR, 052




	Diundangkan di Fakfak

